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QANUN ACEH 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

TENTANG 

PELINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

GUBERNUR ACEH, 
 

Menimbang : a. bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan rasa 
aman dan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, 
penyiksaan diskriminasi dan perlakukan salah lainnya yang 

dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi 
manusia sehingga dibutuhkan pengaturan terkait pemenuhan, 
pelindungan, pemajuan, penghormatan dan penegakan hak 
perempuan yang berkeadilan, persamaan, toleransi, dan 
keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Islam yang           

raḥmatan li āl-‘alamīn; 

b. bahwa sejarah dan kebudayaan Aceh telah melahirkan banyak 
pemimpin dan pejuang perempuan, sehingga pemberdayaan, 
perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara optimal di 
Aceh harus terus dilakukan; 

c. bahwa ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah Aceh dalam kewajiban memajukan dan 
melindungi hak perempuan serta melakukan upaya 
pemberdayaan yang bermartabat diatur dengan Qanun Aceh; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun 
tentang Pelindungan Hak Perempuan; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4419); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 

6. Undang-Undang… 
































































